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uNlvERSITAs BANGKA BELrTUNG
NOMOR DAN TANGGAL SPK
Nomor :  002/UN50/SPK/PPK~01 /2024
Tanggal :  16 April Z024
Nana Rahmat lskandar
NIP 198509192006041003
Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan       : Kampus Terpadu UBB Gedung Rektorat
di I)esa  Balunijuk  Kecamatan  Merawang

Kabupaten Bangka

I yang  bertindak  untuk  dan  alas  riama  Universitas  Bangka I
NAMA pnyAI3AT

PENANDATANGAN KONITIAK

Belitung     berdasarkan     Surat     Keputusan     Kementerian
Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  c.q.  Saturn
Kerja   Universitas   Bangka   Belitung   berdasarkan    Surat
Keputusan   Rektor   Universitas   Bangka   Belitung   Nomor
1.16/UN50/KU/I/2024  tanggal  16 ]anunri  2024  tentang
Perubahan    Pertama    Atas    Keputusan    Rektor    Nomor
7.7/UN50/SI'/XI/2023        dan        1.2/UN50/KU/I/Z024
Tentang  Pengangkatan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)
Pada  Universitas  Bangka  Belitung  Tahun  Anggaran  2024
selanjutnya   disebut   "Pejahat   Penandrtangan   Kontrak",

Nana
Jabatan
Berkedndukan di

Akta Notaris Nomor
Tan8gal
Notaris

NAun pEpunIA

Ir. Slamet Riyndi
Direktur
]1. Bukit Betung No.  53 Kel. Bukit
Betung     Kec.     Sungailiat     Kab.
Bangka         Prov.         Rep.Bangka
Belitun8
5
28 ]anuari 20ZO
Haryadi, S.H.

yang  bertindak  untuk  dan  atas  mama  CV.  Dimensia  Ar`ch
selanjutnya disebut "Penvedia".

I>AREr PINGADAAN: NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN
LANGSUNG:



jasa     Konsultan     Perancangan
Pembangurmn     Gedung     Balai
Utama de Universitaria

Nomor    :-
Tanggal  :  3 April 2024

NOMOR      DAN      TANGGAL      BERITA      ACARA      HASIL
PENGADAAN IANGSUNG :
Nomor    : 03/UN50/PP~]KK/IV/2024#162
Tanggal  :  4 April Z024

SUMBER DANA: DIPA Universitas Bangka Belitung Tahuri Anggaran 2024 untuk mata anggaran
kegiatan   023.17.6775S3.30.51.DK.4471.DBA.003.053.AA.525113.OZ2.002

Harga  Kontrak  termasuk  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah  sebesar  Rp.  98.790.000,00
(Sembilan Puluh Delapan ]uta Tujul Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

I  SISTEi\t PEiMBAYARAN

1) Pembayaran  untuk  kontrak  ini  dilakukan  ke  Bank  SUMSEL  BABEL  rekening  nomor  :
1456100350 atas mama Penyedia : Dimensia Arch

2) Pembavaran dilakukan dengan secara sekaligus
jenis Kontrak: lunsun

WAKTU PEIAKSANAAN P£RERgAAN: 30 (tiga puluh) hari kalender

Untuk dan atas nana Universitas Bangka Belitung

Pembunt Komitmen

Untuk dan atas nana Penyedia
CV. Dimensia Arch

lr. Slamet Riyadi
Dircktur



SYT-
SURAT PERINIAII REryA tsFK>

1.      LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang diturtjuk berkewajihan urituk menyelesaikan pekertyann dalam jangka waktu
yang ditentckan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja den hanga sesuai SPK.

A. BIAyA LANGsuNG rmsoNIL (RENUMERATION ) HARGA

NO URAIAIV KEGIATAN rvMunOENG JUMunBUIAN SATUANV01,Urn
BIAYA SUB

SArtyAN SATUAN TorAL
(RP) cO

I TENAGA Am
1 Team Lcader I.cO I.00 1.N 08 19.614.000.00 19.614.000.00
Z Ahli Struktur I.00 I,00 I.00 08 18.213.000`00 18.213.000`00
3 Ahli EstLma3i biava I.00 1.00 1.00 08 18.213.000J)O 18.Z13.000.00

56.oro.ooo,co
11 TEZ`IAGA PENI)UKUNG
I Drafter Auto Cad 1,00 1.00 I.00 08 10.054.000,00 10.054.000,00
2 Turu Ukur 1.00 1.00 I.CO 08 6.763.600cO 6.763.coo.00
3 Admmstrator 1.00 1J)0 1.00 08 5. 941.000.00 5.941.000.00

sub Turfu A.B. ZZ.758.6co,00
Jumlch Binva LanjEsur Ftrsonil o{entrmcz`ation)                                       I 78.798.6cOcO

8. BIAyA IANGsuNG NON FERsoNIL ( I)IREcr Rm4BursABif cosr )                I                                     HARGA

NO URAIAN "I^TAN VOLURE SA"AN
BIAYA SLJB

SA"AN TorAI.
( RF' ) (RD

1 Biava pelaperan
laporan Pendahulunn dan Akhir 8.OC) t'uku 250-000 2.000.000J)O
Rinfkasan Eksekutif 4.00 buku 40.COO 160.000,00
Ganbar A3 4.00 exemular ZOO.000 goo.000.00
Solid State Dise (SSD)  (I  TB) I.00 bLrah 1.250.000 I.250.000.00

2 Brava Sondir 2Jro titik 3.000.000 6.000.000.00
Sub _lumm B.E. io.2io.OOope

Tumlah Biava bus:sung Nell Ftrson]l ®irect Reimhasal]Ic Cost) 10,210.000`00
TUMIAII BIAyA IANsuNG pEHsoNII, + NON pERsoNm 89.008.GOO.00
PA'AK  1 I % 9.790.946flo
TorAI Tuhun 98.799.546jro
prmulATAN 98.790.000cO

sEMEi]IAN Irti[;I]II I]HAIAN ruTA TUTrjll Rxros SEMREAN puul]I REV RIII'[AI£

2.     HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan,  interpretasi,  dan  pelaksanann  SPK  ini  didasarkan  kepada  hukum  Republik
Indonesia.

S.     PENYEDIA jASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta peker)ann
yang dilakukan.

4.     BIAYASPK
a.  Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overf7eal seria

biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
b.  Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran

biaya.

5.    HAK KEPEMLIKAN
a.  Pejabat Penandatangan Kontrak   berhak atas kepemilikan semun barang,'bahan yang

terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia
kepadr  Pejahat  Penand,atangan  Kontrak  .  ]ika  diminta  oleh  Pejabat  Penandatangan
Kontrak  maka Penyedia berkewajiban untck membantu secara optimal pengalihan hak
kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandrtangan Kontrak sesuai dengan hukum yang
berlaku.

b.  Ha.k  kepemilikan  atas  peralatan  dan  barang/bahan  yang  disediakan  oleh  Pejabat
Penandrtangan  Kontrak     tetap  pada  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  ,  dan  semun

eralatan tersebut harus dikembalikan ke Penandatan an Kontrak ada saat



SPK berakhir  atau jika  tidak diperlukan  lagi  oleh  Penyedia.  Semun peralatan  tersebut
harus  dikembalikan  dalam  kondisi  yang  sama  pada  saat  diberikan  kepada  Penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6.    WAKIL SAH PUABAT PENANDATANGAN Kor`ITRAK
a.  Setiap  tindakan  yang  disyaratkan  atau  diperbolehkan  untuk  dilakukan,  dan  setiap

dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibunt berdasarkan Kontrak ini
oleh Pejabat Penandetangan Kontrak  hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah
Pejabat Penandatangan Kontrak  yang disebutkan dalam SPK.

b.  Kewenangan Wakil Sah Pejahat Penandatangan Kontrak  diatur dalam Surat Keputusan
dari Pejahat Penandatangan Kontrak  dan harus disampaikan kepada Penyedia.

7.    PERPAjAKAriJ
Penyedia berkewajihan untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang  sah  yang  dibebankan  oleh  hukum  yang  berlaku  alas  pelaksanaan  SPK.  Semua
pengeluran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

8.    PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sehagian atau seluruh
pekerj ann. Pengalihan seluruh pekerj can hanya diperbolehkan dalam hal pergantinn nana
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (rmerget) atau akibat lainnya.

9.    /ADWAL
a.  SPK  ini  berlaku  efektif  pada  tanggal  penandatanganan  oleh  para  pihak  atau  pada

tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) .
b.  Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SI'MK.
c.  Penyedia hanis menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d.  Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal kareira keadaan

diluar  pengendaliannya  dan  Penyedia  telah  melaporkan  kejadian  tersebut  kepaha
Pejabat  Penandatangan  Kontrak  ,  make   Pejabat  Penandatangan   Kontrak     dapat
melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK.

io.  PEMBERIAN KESEn4pATAN
Dalam  hal  Penyedia gagal  menyelesaikan  pekerjaan  sampai  masa  pelaksanaan  kontrak
berakhir, Pej abat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemaj uan pelaksanaan
peker)aan. HasiJ penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:
a.   Memberikan kesempafan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan

ketentunn sebagai berikut:
1) Pemberian kesempatan kepeda Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50

(lima  puluh) hari kalender.
2) Dalan hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia rrLasin

beluni d,apat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
(a) Memberikan kesempatan kedun untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka

waktu sesirai kebutuhan; atau
a)  Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup

menyelesaikan pekerjaarmya.
b. I'emberian kesempatan kepada r'enyedia sebagaimana dimaksud pads angka 1 dan angka

2 huruf a) , dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan
sanksi dende keterlambatan kepada Penyedia dan pexpanjangan masa berlaku ]aminan
Pelaksanaan (apabila ada).

c.   Pemberian   kesempatan   kepada   Penyedia   untuk   menyelesaikan   pekerjaan   dapat
melampaui tahun anggaran.

d.  Tidak memberikan kesempatan  kepnda  Penyedia dan  dilanjuthan dengan  pemutusan
kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
1)  Pen edia dinilai tidak da at men elesaikan



2) Pekerjann yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

11.  ASUENSI
a.  Apabila  dipersyaratkan,  Penyedia  wajib  menyediakan  asuransi  sejak  SPMK  sampai

dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
I ) semun barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekerjaan, serta pekeria untuk pelaksancan pekerj aan, atas segala risiko
terhedap  kecelakaan,  kerusakan,  kehilangan,  serta  risiko  lain  yang  tidak  dapat
diduga; dan

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
b.  Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalan penawarari dan termasuk dalam biaya

SPK.

12.  PENUGASAN PERSONEL
Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerj aan berdasarkan SPK ini.

13.  PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewaj iban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas

Pejabat Penandatangan Kontrak  beseria instansinya terhadap semun bentuk tuntutan,
tanggung  jawab,  kewajiban,  kehilangan,  kerugian,  denda,  gugatan  atau  tuntutan
hukum,  proses  pemeriksaan  hukum,  dan  biaya  yang  dikeriakan  terhadap  Pejahat
Penandatangan Kontrak beserta instansinya flcecirali kerngian yang mendasari tuntutan
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak )
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal~hal berikut terhitung sejak tanggal
mulai kerja sampai dengan tanggal periandatanganan berita acara penyerahan akhir:
1 ) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta bends Penyedia dan Personel;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
3) kehilangan atau kenisakan harts benda, cidera tubuh, sakit atau kemahan pinak

lain.
b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara  serah  terima,  semua  risiko  kehilangan  atau  kerusakan  hasil  pekerjaan  ini
merupakan risiko Penyedia, kecuali kerngian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak .

c.  Pertanggungan  asuransi  yang  dimiliki  oleh  Penyedia  tidak  membatasi  kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

14.  PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pejabat  Penandafangan  Kontrak   ber\venang melakukan  pengawasar`  dan  pemeriksaan
terhadap pelaksarman pekerj aan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan
Kontrak   dapat  memerintahkan  kepada pihak  lain  untuk  melakukan  pengawasan  dan
pemeriksaan atas semua pelaksarman pekertyaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

15.  LAPORAN HASIL PEKERTAAN
a.  Permeriksaan  pekerjann  dilakukan  selama  pelaksanaan  Konti.ak  terhadap  kemajuaii

pekertyaan dalam rangha pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan ditunngkan dalam laporan kemajunn hasil pekerjaan.

b.  Untuk  kepentingan  pengendalian  dan  pengawasan  pelaksanann  pekel`jaan,  seluiuli
akt]vitas  kegiatan  pekerjann  di  lokasi  pekerjaan  dicatat  dalam  buku  harian  sehagai
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

c.  Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesirai
an kebutuhan tercantum dalam KAK.



d.  Untuk   merekam   kegiatan   pelaksanann   proyek,   Pejabat   Penandatangan   Kontrak
membunt foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekebaan.

e.  I.aporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis,
dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

16.  WAKTU PENYELESAIAN PEKER/AAN
a.  Kecunli SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan

pekerjaan  pads  tanggal  mulai  kerja,  dan  melaksanakan  pekerjaan  sesuai  dengan
program  mutu,  serta  menyelesaikan  pekerjaan  selambat~lambatnya  pada  tanggal
penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. jika pekerjann  tidak selesai pada tanggal penyelesaian  disebabkan karena kesalahan
atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

c.  jika   keterlamhatrfen   tersebut   disebabkan   oleh   Peristiwa   Kompensasi   maha  Pejabat
Penandatangan  Kontrak   memberikan  tambahan  perpanjangan  waktu  penyelesainn
pekerjan.

d.  Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentunn ini adalah tanggal penyelesaian
semun pekerj aan.

17.  SERAH TERIMA PERERTAAN
a.  Setelah  pekerjann  selesai,  Penyedia  mengajukan  permintaan  secara  tertulis  kepada

Pejabat Penandatangan Kontrak  untck penyerahan pekerjaan.
b.  Sebelurn   dilakukan   serah   terima,   Pejabat   Penandatangan   Kontrak      melakukan

pemeriksaan terhadap hasil pekezjaan.
c.  Pejabat Penandatangan Kontra.k  dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeriacn dapat

dibanfu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
d.  Apabila  terdapat  kckurangan-kekurangan  dan/atau cacat  hasil  pekerjaan,  Penyedin

waj ib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah I'ejabat Penandatangan Kontrak.
e.  Pejabat  Penandatangan  Kontrak     menel.ima  hasil  pekerjaan   setelah  seluruh  hasil

pekerjaan dilakeanakan sesirai dengan ketentuan SPK.
f.   I'embayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan

selesai.

18.  PERUBAIIAN SPK
a.  SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b.  Penibahan  SPK  dapat  dilaksanakan  dalan  hal  terdapat  perbedaan  antara  kondisi

lapangan pada saat pehaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) menguhah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan peker]aan.

c.  Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak   dapat meminta
pertimbangan dari Direksi Teknis.

19.   KEADAAN KAI+AR
a.  Dalam  hal  terjadi  keadaan  hahar,  Pejabat  Penandatangan   Kontrak     atau  Penyedia

memberitahukan  tentang  terjadinya  Keadaan  Kaliar  kepada  salali  satu  pihak  secara
tertulis dengan ketentuan:
1) dalam  waktu  paling  lambat  14  (empat belas)  hari  kalender  sejak  menyadari  atau

seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
Z) menyertakan bukti Keadasn Kahar; dan
3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat

dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
b.  Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untick memenulii kewajibannya yang

ditentukan dalam Kontrak bukan meru akan cidera i atau wan restasi a bila telch



dilakukan sesuai pada hunrf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajihari dan
kinerja  pelaksanaan  terhadap  pekerjaan/hagian  pekerjaan  yang  terdampak dan/atau
akan terdrmpak akibat dari Keadean Kahar.

20.  PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberihan kepnda I'enyedia dalam hal sebagai berikut:

I) Pejabat  Penandatangan  Kontrak     mengubah  jadwal  yang  dapat  mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran keprda Penyedia;
3) Pejahat Penandetangan Kontrak  tidak memberikan ganhar~gambar, Kerangka Acunn

Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutullkan;
4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) Pejahat Penandetangan Kontrak  memerintahkan penundann pelaksanaan pekerjaan;

atau
6) Pejabat Penandatangan Kontrak   memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu

yang  tidak  dapat diduga  sebelumnya  dan  disebabkan  oleh  Pejabat Penandetangan
Kontrak .

b.]ika    Peristiwa    Kompensasi    mengakibatkan    pengeluaran    tanbahan    dan/atau
keterlambatan    penyelesaia^n    pekerjanri    maka    Pejabat    Penandatangan    Kontrak
berkewajiban untut membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu
penyelesaian pekeri.ann.

c. Gariti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhifungan
kompeusasi ysng diaj ukan oleh Penyedia kepada Pejahat Penandatangan Kontrak , dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data  penunjang  dan  perhitungan  kompensasi  yang  diajukan  oleh  Penyedia  kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tanbahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

e.  Penyedia  tideLk  berhak  atas  ganti  rugi  dan/atau  perpanjangan  walchi  penyelesaian
pekeriaan jiha  Penyedia gagal  atau  lalai  untck memberikan  peringatan  dini  dalan:I
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

2 1 . I'ERPAN/ANGAN wAKru
a. jiha  terjadi  Peristiwa  Kompensasi  sehingga penyelesalan pekerjaan  akan  melampaui

tanggal  penyelesainn  maka  Penyedia  berhak  untuk  meminta  perpanjangan  tanggal
penyelesaian    berdasarkan    data    penunjang.     Pe]abat    Penandatangan    Kontrak
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian
pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui
edendun SPK.

b.  Pejabat Penandetangan Kor]trak   dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan
setelah melakukan penelitian terhadrp usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

22.  pENGHEr`rrlAN DAN pEMUTusAN SPK
a.  Penghentian SPK dapat dilakukan karena ter).adi Keadaan Kahar.
b.  Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak   wajib membayar kepada

Penyedia sesuni dengan prestasi pekerjaan yang tehah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapaii untck pekerjaan ini. Bahan dan

perlengkapan  ini  harus diserahkan  oleh  Penyedia  kepada Pejabat  Penandrtangan
Kontrak , dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c.  Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak  atau pihak

Penyedia.
d.  Mengesampingkan  Pasal   1266  dan   1267  Kitab  Undang~Undang  Hukum  Perdeta,

I'ejabat Penandatangan Kontrak   atau Penyedia melalul pemberitahuan terfulis dapat
melakukan emutusan SPK a



I)    Penyedia  terbukti  melakukan  korupsi,  kolusi,  dan/atau  nepotisme,  kecurangari
dan/atau pemalstran dalam proses Pengadann yang diputushan oleh instansi yang
berwenang;

2)    pengaduan  tentang  penyimpangan  prosedur,  dugaan  korupsi,  kolusi,  dan/afau
nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan
dinyatahan benar oleh instansi yang berwenang;

3)    Penyedia    lalai/cidera   janji    dalam    melaksanakari    kewajibannya   dan    tidak
memperhaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4)    Penyedia  tanpa  persetujuan  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  ,  tidck  memulai
pelaksanan pekerj aan;

5)    Penyedia  menghentikan  pekerjaan  dan  penghentian  ini  tidak  tercantuni  dalam
program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Periandatangan Kontrak ;

6)    Penyedia berade dalam keadcan pailit yang diputushan oleh pengadilan;
7)    Penyedia gagal memperhaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3

(tiga) hali;
8)    Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu

yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
9)    Pejabat   Penandatangan   Kontrak      memerintahkan   Penyedia   untck   menunda

pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama
28 (dua puluh delapan) hari; atau

10)  Pejabat  Penandetangan  Kontrak   tidak menerbitkan  surat perintah  pembayaran
untick pembayaran tagihan angsuran sesuni dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SPK.

e.  Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia:
1 ) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Iritam.

f.   Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak  terlibat
penyimpangan   prosedur,   melakukan   korupsi,   kolusi,   dan/atau   nepotismemater
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadean, maha Pejabat
Penandatangan   Kontrak      dikenakan   sanksi   berdasarkan   peraturan   perundang~
undangan.

23.  PEMBAYARAN
a.  Pembayaran    prestasi    hasil    pekerjann   yang   disepakati    dilakukari    oleh    Pejabat

Penandatangan Kontrak , dengan ketentuan:
1) Penyedia tela^h mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
Z) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.

b. Pembayarari terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah
Terima ditandatangani.

c.  Pejahat  Penandatangan  Kontrak    drlam  kurun  waktu  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah
pengajuan  permintaan  pembayaran  dari  Pen.vedia  harus  sudah  mengajukan  surat
permintaan  pemhayaran  kepada  Pejabat  Penandatangan  Surat  Perintah  Membayar
(PPspro.

d. Bila terdapat ketidaksesiraian dalam perhitungan angsiITan, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. Pejahat Penandrtangan Kontrak dapat meminta Penyedia
untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal~
hal yang sedang menjadi perselisihan.

24.  DENDA
a.  /ika  pekerjaan  tidak  dapat  diselesaikan  dalam jangka  waktu  pelaksanann  pekerjaan

karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewaj ihan untuk membayar
denda kepada Pejabat I'enandatangan Kontrak  sebesar  1 / 1000 (satu permil) dari nilai
SPK (tidak termasuk PPN) untulc setia hari keterlambatan.



b.  Pejabat Penandatangan  Kontrak   mengenakan  Denda dengan  memotong pembayaran
prestasi  pekerjaan  Penyedia.  Pemhayaran  Denda  tidak  mengurangi  tanggung jawab
kontraktunl Penyedia.

25.  PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pejabat Penandrtangan  Kontrak   dan  penyedia berkewajiban  urituk berupaya  sungguh-
sungguh   menyelesaikan   secara   danai   semua   perselisihan   yang   tinbul   dari   atau
berhubungan   dengan   SPK  ini   atau   interpretasinya   selama  ainu -setelah   pelaksanaan
pekeriaan. jiha perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan
akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

26.  LARANGAN PEMBERIAN KONISI
Penyedia  menjamin  bahwa  tidak satu  pun  personel  satrran  kerja  Pejabat Penandatangan
Kontrak  telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung
maupun tidak langsung dari  SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran  syarat ini
mermpakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.


